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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-
court di Pengadilan Negeri Kaynagung Kelas IB dilatarbelakangi oleh Keluamya
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara elektronik perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Permasalahan
yang dibahas adalah : 1. Penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di
Pengadilan Negeri Kayuagung 2. Kendala atau hambatan dari penyelesaian
pakarapadammamﬂ-cmmdsPenpdﬂmNmemKdum.
ansPenehhanlmadalahEmpuissehinwdapadzunlmmemadllmm
menggunakan penafsiran hukum. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
1. Pﬂlydmpahnpadmsms{ncm&comd:PquﬂmNegai
Kayuagung Kelas IB sudah berjalan sesuai dengan dikeluarkannya PERMA
NomorlTahunZOWdapdddihﬂdan;umhbkudmhmpakampadmymg
disclesaikan melalui E-Court (E-litigation) dari Tahun 2019 sampai dengan
Novemch&Zsebanyak“S(ﬂ%)patmmbuhaﬂdudaﬁkanmdnhﬂ
mmzxmdahmhmwmmmmmpadm
mmMmda!umydﬂmNegenKamyahn kendala

dalam melaksanakan penyclesaian perkara perdata secara sistem E-court di
Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

Kata Kunci: E-court, Efcktivitas, Pengadilan, Perdata.

Pembimbing Utama, Pembimbding Pembantu,

H et R

NIP.1973072819995921061 NIP.196405301989031002.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum ydata,

ud S
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan diri sebagai Negara Hukum (rechtsstaat).
Negara hukum dikenal sebagai sebuah negara yang mempunyai konsep atau
pandangan hidup bahwa setiap tindakan yang dilalukan oleh setiap instrumen
kekuasaan dalam negara tersebut dilaksanakan menurut aturan atau peraturan
yang telah diberlakukan dalam negara hukum tersebut. Seperti yang telah diatur
dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menentukan bahwa Indonesia ialah suatu negara yang menganut sistem
paham kaedah hukum yang artinya segenap dari warga negara Indonesia serta
seluruh instrument-instrument di Indonesia harus patuh serta tunduk terhadap
aturan yang telah diregulasikan oleh Pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya
aturan yang telah diregulasikan tersebut oleh Pemerintah Indonesia bisa membawa
dampak positif bagi masyarakat Indonesia sehingga terlaksanakannya sistem

pemerintahan yang baik.

Suatu negara hukum yang baik dan adil tentu saja mengatur bagaimana
warga negaranya harus bertindak sebagai warga negara dari negara hukum
tersebut agar masyarakat tidak bertindak secara sewena-wena, perlunya

penegakan hukum pada lingkungan sosial dalam bermasyarakat serta bernegara



dapat mencegah adanya tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh warga
negara sehingga tidak menimbulkan tindakan yang dapat menjadi tindakan yang
merugikan bagi orang lain yang ada disekitarnya dan bisa mengatur bagaimana
kinerja kerja pemerintah pada negara hukum tersebut menjalankan tugas serta
tanggung jawabnya terhadap negara dan warga negaranya, Maka dari itu perlu

terciptanya penegakan hukum dalam suatu negara.’

Penegakan hukum ialah salah satu upaya agar dapat terjaminnya bahwa
sebuah aturan yang telah dibuat dan ditetapkan bisa terlaksanakan dengan baik
sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara
preventif maupun penegakan hukum secara repsesif, Ada beranekaragam unsur
yang harus diperhatikan dengan seksama agar terciptanya penegakan hukum yang
baik, yakni : unsur pertama , unsur kepastian hukum (Rechtssicher Heit). kedua,
unsur keadilan (Gerechtigkeit) serta unsur terakhir adalah unsur kemanfaatan

(Zweckmassigkeit ).

Suatu aturan hukum muncul karena akibat adanya dari interaksi antar
manusia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan bernegara maupun juga di
lingkungan masyarakat. Tugas dari hukum itu sendiri (rechtspersoon) sebagai
yang membatasi serta melindungi dari hak individu serta kewajiban individu
dalam hidup manusia dan juga dalam bermasyarakat dan tugas hukum disini juga
mengatur mengenai cara untuk bisa menjalankan dari penerapan hak serta

kewajiban seseorang serta bagaimana cara untuk agar bisa melaksanakan

! Nikodemus Thomas Wartoredjo, “Indonesia sebagai Negara Hukum”, Jakarta:Binus
University, 17 Desember 2020. diakses pada laman https://binus.ac.id/character-
building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/ , pada 04 Agustus 2022 Pukul 16:36 WIB.
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pertahanan dari hak seseorang serta kewajiban pada seseorang itu. Hukum
Perdata Material dapat diartikan yaitu norma atau kaedah yang mengatur tentang
hak serta kewajiban manusia dalam tumbuh dan berkembang pada lingkungan
bermasyarakat dan juga bernegara serta hukum yang berguna agar dapat
mempertahankan hak dan kewajiban manusia adalah tugas dari hukum perdata

formal.2

Negara Indonesia mempunyai sistem peradilan yang memangku asas
contante justitie, contante justitie atau untuk dikenal sebagai asas peradilan yang
memiliki cita-cita dari maksud serta tujuan sederhana, cepat dan biaya ringan
seperti yang sudah diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan dari Kehakiman. Dapat ditentukan bahwa dalam
pasal tersebut berbunyi : “Pelaksanaan peradilan dilakukan secara sederhana,
cepat dan juga biaya ringan”. Tentu saja contante justitie mempunyai makna
yang terkandung bahwa ini proses peradilan yang dilakukan oleh pengadilan tidak
dilaksanakan secara terbelit-belit, sehingga mudah penerapan proses hukum acara
sendiri dapat dimengerti serta dipahami oleh masyarakat yang kurang memiliki
wawasan hukum, dan kata biaya ringan memiliki siratan sebagai artian dari
anggaran dalam beracara yang murah sehingga bisa dibayar oleh masyarakat
sehingga masyarkat dari tingkat menengah sampai ke tingkat bawah sekalipun

bisa mendaftar perkara mereka tanpa takut akan keluarnya biaya yang besar.®

2 Wigati Pujiningrum. Pembangunan Hukum Dari Hukum Perdata Melalui Yurisprudens
Pengadilan. 2020. diakses dari: https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-
hukum-perdata-melalui-yurisprudensi Pada 04 Agustus 2022 Pukul 20:37 WIB.

% Zil Aidi. Implementasi Sistem E-court Dalam Serta Mewujudkan Penyelesaian Dari
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Kenyataan yang ada dilapangan dapat menyimpulkan bahwa asas tersebut
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik pada skema tata cara peradilan
di Negera Indonesia. Maka dari itu guna untuk bisa mewujudkan atau
mengoptimalkan asas constante justitie (ialah wujud dari sederhana, cepat serta
juga biaya ringan) diperlukannya pembaharuan atau inovasi terhadap skema
penyelesaian peradilan yang telah ada di Indonesia. Untuk bisa mewujudkan
proses tata cara peradilan sudah diterapkan pada kandungan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Dari Kehakiman yang tercantum
atas Pasal 2 Ayat (4), tentu saja pihak konstitusi atau Mahkamah Agung Republik
Indonesia berhak serta memiliki wewenang untuk melakukan perombakan pada

tata cara penyelesaian peradilan yang sudah diberlakukan di Indonesia saat ini.

Berdasarkan penjabaran yang diutarakan di atas dapat diimplikasikan,
bahwa proses berperkara pada proses acara perdata mempunyai tujuan ialah agar
kita pihak yang berperkara dalam mendapatkan keadilan yang sepatutnya atau hak
kita sepenuhnya yang telah dilanggar seseorang atau badan hukum lainnya
mendapatkan hak tersebut kembali tanpa melanggar aturan lainnya sehingga kita
memberikan kuasa terhadap pihak pengadilan setempat yang memiliki wewenang
terhadap sengketa yang Kkita perkarakan untuk dapat diperiksa oleh pihak
pengadilan yang berwenang, namun sering kali kita temui beberapa kendala yang
bisa menghambat proses perkara yang kita layangkan kepada pengadilan setempat
yang berwenang terhadap perkara perdata kita tersebut. Dapat Kita lihat dari survei
analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia secara survei Ease of Doing Business

(EODB) yang coba mempertimbangkan seberapa besar tingkat indikator terhadap



kualitas proses pada pengadilan itu sendiri (Quality of Court Process Index).
Menurut hasil setelah dilakukannya survei, hasil tersebut ditemukannya ternyata
Indonesia termasuk salah satu negara yang belum memadainya proses

peradilannya hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1) Pengadilan setempat berwenang untuk memeriksa perkara perdata belum
bisa memenuhi pemeriksaan terhadap gugatan secara elektronik melalui
perantara media yang bisa mendukung proses peradilan yang diadakaan
oleh pihak pengadilan.

2) Sulitnya menjangkau jarak pihak yang terlibat dalam sebuah perkara
perdata membuat pihak pengadilan atau jurusita yang bertugas merasa sulit
untuk menyampaikan surat relaas tersebut terlebih lagi belum di dukung
juga dengan pemanggilan sidang diterapkan dengan elektronik.

3) Serta belum didukung dengan mekanisme pembayaran perkara sidang
perdata secara media elektronik tentu saja menjadi kendala bagi pihak

yang akan berperkara.*

Dengan masuknya era revolusi industri 4.0 sebagai tanda bahwa telah
majunya zaman pada saat ini apalagi di dukung dengan canggihnya tenaga
teknologi yang ada, sudah saatnya Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan perombakan pada sistem peradilan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Karena, pada Fakta Lapangan sistem peradilan yang ditemui tentu saja masih

* Annisa dita setiawan, all, “Implementasi Dalam Rangka Sistem E-court Atas Penegakan
Aparat serta Penerapan Hukum di Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum Padjdjaran, 2021,
hlm, 201 , Di akses dari https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/352/342 , pada
tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 08:52 WIB.



https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/352/342

belum cukup efektif atau optimal dalam melayani kasus perkara perdata yang
masuk dalam Pengadilan. °

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memiliki beranekaragam
program kerja yang dinaungin langsung sama Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam upaya guna untuk bisa mengoptimalkan sistem peradilan telah
ditetapkan sebelumnya harus melakukan pembaharuan dengan menggunakan
kecanggihan teknologi yang sudah sangat mendukung di berbagai wilayah yang
ada di Indonesia. Kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk sebagai sarana
pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam internal suatu organisasi atau badan
hukum hal ini dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
mempermudah masyarakat umum serta pihak advokat atau pihak lainnya yang
terkait dalam persidangan. Akan tetapi, ini merupakan bukan suatu inovasi dalam

bentuk sederhana agar bisa dengan cepat mengoptimalkan proses peradilan secara

E-Court, tentunya membutuhkan waktu agar bisa dilaksanakan dengan baik agar

terciptanya proses peradilan yang diharapkan banyak pihak.°

Berkembangnya ilmu pengetahuan pada teknologi mengakibatkan adanya
perubahan di segala ranah kehidupan, perkembangan ini tidak cuma pada bidang
teknologi tentu saja menyebabkan perubahan pada ranah yang lain, misalnya pada
bidang hukum yang pastinya pada bidang hukum berkaitan secara tidak langsung

pada proses peradilan di Indonesia. Tumbuh cepatnya kemajuan pada bidang

® Inggrid Adelia,“Implementasi E-court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi”, Fakultas Hukum , Jambi:Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin, 2021. him, 1.
® Baiq Paridah,“Implementasi dan Dampak E-court (Electronics Justice System) Terhadap
Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong”, Juridica, Volume.2.
Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani:Lombok. 2020.



informasi teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan, dengan adanya
perubahan ini memberikan begitu banyaknya dampak positif bagi masyakat.
Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu mudahnya untuk
mendapatkan informasi dan mudahnya untuk mencari data infomasi yang sedang

dibutuhkan oleh masyrakat .’

Dengan adanya perubahan dan revolusi pada pengadilan ditambah dengan
adanya globalisasi komunikasi yang sudah sangat terpadu sehingga dapat
mendukung perubahan tersebut, membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia
semakin terpacu untuk melakukan perubahan pada sistem peradilan pada ruang
lingkup dari Mahkamah Agung RI dan instrument pengadilan lainnya yang di
bawah pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2018 telah melahirkan atau
meluncurkan sebuah Pengadilan berbasis online bisa disebut dengan E-Court.
Pengadilan yang berbasis online yang diluncur oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia ini diharapkan agar bisa menjadi batu lompatan pada sistem pelayanan
proses pengadilan agar bisa lebih efektif daripada proses persidangan

konvensional.

Proses Administrasi Perkara Melalui sistem layanan E-Court melayani
proses mulai dari pendaftaran perkara perdata (Gugatan, Permohonan, Konsyinasi,
Gugatan Sederhana), lalu untuk pembayaran biaya perkara juga dilakukan yang
telah ditetapkan pada sistem layanan E-Court yakni pembayaran biaya perkara

atau pembayaran panjar biaya, tidak hanya itu pada sistem pengadilan secara

” Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Hukum Acara Perdata, Kepailitan dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet I, Jakarta:SinarGrafika, 2019. HIm. 41.



online atau E-court juga melakukan pemanggilan secara elektronik. Dengan
adanya layanan secara sistem E-court yakni layanan administrasi pendaftaran
perkara perdata tentu saja diharapkan agar dapat memudahkan serta
mempersingkat waktu demi pihak yang sedang terlibat di dalam permasalahan

perdata di ranah Pengadilan.

Hal ini seperti menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
muncul dikalangan masyarakat atau pihak yang sedang berperkara dalam perkara
perdata di Pengadilan, munculnya banyak pertanyaan di benak masyarakat
sehingga dapat bahwa pertanyaan utama yang menjadi pertanyaan di benak
masyarakat dalam pencari keadilan ialah tentang mengapa proses persidangan
mengalami keterlambatan, dan susahnya dijangkau atau jauhnya jarak pengadilan
karena terkadang satu pengadilan mempunyai dua wilayah direksi pengadilan
sehingga membuat pihak yang terlibat dalam suatu perkara merasa susah
dijangkaunya jarak pengadilan dan pernyataan terakhir yaitu tentang integritas
pengadilan yakni konsep yang diselenggarakan bahwa pengadilan punya sebuah
komitmen untuk menerapkan sebuah wilayah bebas korupsi atau (WBK) serta

Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM).

Diharapkan atas adanya penggunaan dari teknologi informasi bisa
mempersingkat dari waktu penanganan dalam persoalan perdata serta diharapkan
dapat membatasi dari jumlah pengunjung sidang yang sedang memiliki perkara di
pengadilan dan bisa mengurangi berita simpang siur yang dapat memberikan
dampak buruk terhadap integritas dari pengadilan tersebut serta merusak dari citra

integritas dari pengadilan itu sendiri.



Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan
proses administrasi perkara melalui media elektronik hal tersebut mempunyai
perubahan yang sangat signifikan karena sebelum adanya penetapan PERMA RI
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik. Prosedur tata cara registrasi perkara atau Administrasi Perkara di
Pengadilan mewajibkan bagi pihak yang akan berperkara untuk berkunjung secara
langsung ke Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dari pengadilan tersebut
tetapi dengan adanya layanan sistem E-court ini membuat semuanya menjadi

efektif dan efisien.

Sistem E-court dapat diakses dengan menggunakan hanya bermodal
ponsel gengam berbasis smartphone yang dimiliki pihak berperkara di pengadilan
tersebut dapat membuat siapa saja bisa mendaftarkan perkara sesuai dengan
wilayah direksi hukum dari pengadilan tersebut tanpa perlu repot lagi serta jauh-
jauh datang ke Pengadilan dikarenakan dengan diluncurkan sebuah layanan sistem
E-court ini dapat meringankan segala lini aspek yang terkait dalam persoalan
kasus perdata.® Atas lahirnya sistem E-court dalam lingkungan dari Pengadilan —
Pengadilan Negeri pada tahun 2018, ditetapkannya secara sah PERMA Nomor 3
Tahun 2018. Satu tahun dilaksanakannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut
ternyata tak henti membuat puas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
karena terbuktinya melakukan perubahan kembali guna untuk memaksimalkan
layanan sistem E-court atas diterapkannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

® Fahmii Putra Hidaytat dan Asni,“Efektivitas Penerapan E-court dalam Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, Qadauna, Vol 2 Nomor 1, Makassar. 2020.
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Hal ini tentunya membuat semakin memperkuat falsafah atau tonggak hukum dari

berlakunya sistem E-court sebab telah adanya payung hukumnya.

E-court memiliki makna sebagai suatu Pelayanan untuk pengguna yang
telah melakukan pendaftaran sehingga menjadi pengguna terdaftar agar dapat
melanjutkan proses pendaftaran perkara secara elektronik serta agar para
pendaftar dapat mengetahui berapa jumlah atau taksiran panjar biaya perkara
perdata sehingga dapat dilaksanakannya pembayaran setelah mendapatkan kode
billing pada layanan sistem E-Court tersebut setelah dilakukannya pembayaran
maka pihak pengadilan akan memverifikasi perkara tersebut yang selanjutnya
akan dilanjutkan dengan proses pemanggilan yang dilaksanakan secara

elektronik.’

Dengan dicabutnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan selanjutnya digantikan
dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, membuat seluruh
instrument peradilan di Indonesia sekarang sudah memakai layanan dari sistem E-
Court. Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB menjadi diantara yang lain dari
pengadilan yang ada dibawah naungan atau berada di ruang lingkup dari

Mahkamah Agung RI.

° Fuad Al Hakim, “Efektivitas Penggunaan E-court oleh KPKNL Parepare”, diakses dari
. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas-penggunaan-E-
Court-oleh-KPKNL -Parepare.html pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 23:31 WIB.
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PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menerbitkan diri sebagai sebuah
landasan atau pedoman dari Efektivitas layanan sistem E-court dalam Pengadilan
terutamanya Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. Tentunya membuat semua
pengadilan-pengadilan di Indonesia dibawah pengayoman dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan serta menerima
seluruh proses perkara terutama perkara perdata secara elektronik. Pada dasarnya
penetapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini pada hakikatnya diperuntukan untuk
tidak bisa merusak ataupun juga mengubah dari fungsi pengadilan itu sendiri.
Akan tetapi malah membuat semua tugas dan fungsi dari Pengadilan sendiri

menjadi efektif dan efisien serta lebih baik daripada sebelumnya.'

Perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
PERMA sebelumnya, membuat jurusita serta jurusita pengganti mempunyai
wewenang untuk dapat melaksanakan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat
dalam perkara perdata agar dapat di panggil dengan menggunakan surat relaas
(Pemanggilan atau Pemberitahuan) namun dengan adanya peraturan yang terbaru
yakni secara elektronik hal ini menyebabkan juru sita tidak perlu datang menemui
secara langsung atau menyampaikan secara langsung surat relaas sidang pada

pihak yang berperkara perdata.

E-court dihadirkan dengan beberapa layanan yang ada didalamnya yang
tentu saja diharapkan oleh banyak pihak menjadi suatu titik terang terhadap

kendala yang terjadi pada fakta lapangan sidang yang membuat sebagian besar

“Muchammad Razzy Kurnia,“Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, Skripsi:Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, him. 3.
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masyarakat tidak ingin memiliki urusan pada pengadilan dengan alasan rumitnya
proses perkara pada pengadilan terutama dalam perkara perdata. Beranekaragam

pelayanan pada sistem layanan E-court antara lain sebagai berikut :

1) E-Filling, yakni proses pendataan serta pencatatan perkara perdata
menggunakan elektronik.

2) E-Payment, yakni penyetoran uang muka dari anggaran biaya perkara
perdata menggunakan Elektronik.

3) E-Summon, yakni mendatangkan atau relaas sidang perkara perdata yang
dilaksanakan  menggunakan elektronik oleh juru sita atau juru sita
pengganti.

4) E-Litigasi, yakni layanan secara sistem E-court guna untuk melalukan
penerbitan salinan putusan secara elektronik.

5) E-Skum, Yakni para pengguna terdaftar perkara perdata nantinya akan
mendapatkan tafsiran panjar biaya serta kode virtual account (kode virtual

akun bank).

Setelah semuanya diikuti secara urutan tahapan maka nanti pihak yang
berperkara pada perkara perdata akan mendapatkan nomor registrasi perkara
setelah diverifikasi oleh pihak pengadilan setempat sehingga pihak yang nanti
akan mengikuti perkara perdata akan mendapatkan panggilan sidang melalui via

E-mail secara layanan sistem elektronik. tentu saja membuat semua alur

' Rifgani Nur Fauziah, “E-court, Berperkara dalam sebuah Pengadilan Secara Elektronik
, diakses  dari:https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-
Pengadilan-Secara-Elektronik.html pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 23:50 WIB.

2
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penyelesaian permasalahan perkara perdata pada pengadilan menjadi efektif dari
sebelumnya dan tentunya menjadi sarana untuk dapat mengoptimalkan asas
constante justitie seperti mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Mengenai Penguasaan Kehakiman atas Pasal 2 Ayat (4).

Munculnya E-court sangat membantu skema penyelesaian suatu
persoalan perdata pada Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Negeri
Kayuagung Kelas 1B, diterapakannya E-court tersebut dipercaya bisa
mempercepat perkara perdata yang masuk secara E-Litigasi apalagi seiring waktu
berjalan banyak sekali perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan tentu saja
dengan hal ini membuat pihak pengadilan harus mempunyai suatu solusi untuk
mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya peraturan-peraturan yang

diterapkan agar bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara.

Mudahnya dijangkau oleh elemen masyarakat serta instrumen kekuasaaan
terkait tanpa perlunya datang ke Pengadilan lagi secara langsung tentunya sangat
berguna sekali, masyarakat biasa bisa mendaftarkan suatu perkara perdata
menggunakan kecanggihan smartphone sehingga bisa dikatakan sebagai pengguna
yang terdaftar dalam E-court atau Pengacara serta Advokat yang diberikan kuasa
oleh seseorang untuk bertanggung jawab di suatu perkara perdata tidak lagi perlu
repot datang tidak hanya itu saja badan hukum atau penggunan lainnya bisa juga
mengakses serta mendaftarkan diri sebagai pengguna yang terdaftar misalnya
badan hukum atau lembaga negara yang memiliki sengketa perkara dalam perdata
atau yang ingin melakukan suatu permohonan di Pengadilan juga dapat

mengakses serta menikmati layanan sistem E-court. Badan Hukum atau Lembaga
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Pemerintahan misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Bupati daerah tertentu atau
Pemerintahan Daerah Setempat serta Lembaga Pemerintahan Pusat maupun

Lembaga Pemerintahan Daerah bisa juga menikmati sistem E-court.

Pasal 1 Angka 6 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

mengatakan :

“Administras Perkara dilaksanakan perantara Elektronik yakni E-court
lalah segenap serangkaian prosedur perolehan pekara perdata gugatan,
perkara permohonan, perkara keberatan, perkara bantahan, perkara
mengenai perlawanan/intervensi, serta penghasilan pembayaran perkara,
penyampaian panggilan/pemberitahuan sidang secara media elektronik,
jawaban, replik, duplik, kesimpulan dari persidangan, mengenai
penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian”.
Lalu pada Pasal 1 Angka (7) PERMA Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2019, Mengatakan bahwa penyelesaian perundingan sidang dilaksanakan
secara Elektronik (E-Litigation) berikut :
“Persidangan secara elektronik ialah serangkaian proses perkara baik
pidana maupun perkara perdata untuk memeriksa serta dan mengadili
suatu persoalan oleh pengadilan yang berwenang dilaksanakan dengan
dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku
untuk proses persidangan perkara pidana maupun perdata dengan acara
agenda penyampaian gugatan, permohonan. agenda Keberatan atau

bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya jawaban atau
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replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan

pada persidangan. *?

Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB menjadi diantara lain peradilan
umum tingkat pertama yang telah menerapkan pelayanan peradilan secara sistem
E-Court seperti mana yang tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2019
Mengenai Kewajiban Atas Berperkara Perdata Menggunakan Perantara E-court.
Karena di edarkannya SEMA yang merupakan menjadi salah satu payung hukum
dari kebijkan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
dirujukkan kepada pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung yang
mana akan dijalankan oleh elemen unsur pendukung pada suatu pengadilan yakni,
Ketua dari pengadilan, Wakil Ketua dari Pengadilan, Seluruh Hakim Pengadilan,

Panitera, Panitera Pengganti dan Jabatan yang ada di Pengadilan.*®

Pada tahun 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2019
Pengadilan Negeri Kayuagung telah melakukan Kegiatan Sosialisasi mengenai
layanan dari penggunaan terhadap perangkat sistem E-court dan juga merupakan
E-litigasi yang dilaksanakan dalam area ruang sidang Utama di Pengadilan Negeri
Kayuagung, yang mana kegiatan sosialisasi ini dikendalikan langsung oleh Ketua
Pengadilan Negeri Kayuagung pada saat itu yaitu Bapak Eddy Daulata Sembiri,

pada kegiatan sosialisasi hal ini diikuti juga oleh segenap jajaran staff dari

2 Agung Prasetya, KPKNL Banda Aceh, “Implementasi E-court Dalam Perspektif
Penanganan Perkara’’, diakses dari : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-
artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html , Pada tanggal 06
Agustus 2022 Pukul 10:45 WIB.

3 Eka DH, “PN Kayuagung Terapkan Sistem E-court”, 2018. diakses dari :
https://www.jurnalline.com/2018/11/pn-kayuagung-terapkan-sistem-e-court/, Pada tanggal 06
Agustus 2022 Pukul 11:00 WIB.



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html
https://www.jurnalline.com/2018/11/pn-kayuagung-terapkan-sistem-e-court/
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Pengadilan Negeri Kayuagung, yakni salah satunya adalah Panitera Muda Perdata

yaitu Bapak Abu Bakri.

Pada Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB dengan diterapkannya
sistem E-court untuk menunjang dalam rangka penyelesaian perkara perdata
belum ada yang membahas sebelumnya maka, Penulis berdasarkan penjabaran di
atas membuat Penulis berminat untuk bisa membahasnya secara ilmiah dalam
bentuk Skripsi yang berjudul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata

Secara Sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

B. Rumusan Masalah
Penulis membahas hal-hal berikut sebagai rintangan atau tantangan yang
diangkat untuk menyelesaikan penulisan dari skripsi penulis ini, berdasarkan

temuan-temuan dari penjabaran latar belakang di atas :

1) Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-
court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB ?.

2) Apa yang menjadi Faktor Penghambat atau Kendala dalam rangka
penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di Pengadilan Negeri

Kayuagung Kelas 1B ?.

C. Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan yang perlu diraih dan juga dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk memahami serta menganalisis efektivitas penyelesaian perkara
perdata secara layanan sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung

Kelas IB.
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2. Untuk memahami dan menganalis yang menjadi faktor penghambat
ataupun kendala penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem E-

court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan masalah sudah terpecahkan seperti harapan dan tujuan penulis
dalam melakukan penulisan serta penelitian tentunya mempunyai manfaat
penelitian baik itu secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat yang dapat
dihasilkan dalam melakukan kegiataan penulisan dan penelitian skripsi, yaitu :
1. Secara Teoritis
Manfaat Secara Teoritis, Penulis mengharapkan hasil dengan dilakukannya
penulisan serta penulisan tersebut dapat memberikan informasi dan ilmu
pengetahuan mengenai penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem E-
court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB guna untuk kelanjutan pada
bidang ilmu hukum dan juga memberikan informasi lebih dalam mengenai proses
acara dalam hukum acara perdata di bidang peradilan perdata khususnya dan juga
bisa mengetahui mengenai factor penghambat dan kendala selama
dilaksanakannya layanan sistem E-court pada proses peradilan hukum acara
Perdata.
2. Secara Praktis
Penelitian bentuk karya ilmiah skripsi ini, secara praktis diharapkan memiliki

manfaat terhadap :

a. Terhadap Hakim.
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Dengan adanya penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini, harapan penulis
berharap dapat dijadikannya sebagai saran dan masukan terhadap para hakim
yang bertugas dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan adanya
masukan serta saran yang diberikan penulis sehingga terwujudnya tujuan
dengan dilaksanakan Persidangan secara sistem E-Court.

b. Terhadap Advokat.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Penulis, Penulis berharap dengan
adanya Penulisan dalam bentuk Penelitian Skripsi ini dapat memberikan
bantuan serta masukan terhadap advokat yang memiliki berperkara perdata
dalam menjalani tugasnya sebagai Penasihat Hukum dari para pihak yang
sedang bersengketa.

c. Terhadap Masyarakat pencari keadilan (Tergugat dan Penggugat).
Penulisan secara ilmiah dalam bentuk skripsi ini, dimintakan bisa diambil
peranannya sebagai bahan pengetahuan untuk para pihak yang akan
bersengketa dan atau yang sedang berperkara guna untuk dapat membantu
memecahkan permasalahan yang akan disengketakan atau yang sedang

dihadapi oleh pihak pencari keadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian ini membahas sesuai batasan penelitian dengan menitikberatkan
permasalahan dalam penelitian sesuai dengan judul “Efektivitas Penyelesaian
Perkara Perdata Secara Layanan Sistem E-court di Pengadilan Negeri
Kayuagung Kelas 1B”, yakni sebagai berikut: Efektivitas Penyelesaian

Perkara Perdata Secara Sistem E-court, serta yang menjadi faktor



19

penghambat atau tantangan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

secara layanan sistem E-court Di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

F. Kerangka Teori

a) Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas bermula dari efektif yang mempunyai makna tingkat
keberhasilan dalam suatu pencapaian sebuah tujuan yang ingin diraih sesorang
atau lembaga tertentu, jika dihubungankan dengan hasil yang telah diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya kita peroleh, Artinya kata efektivitas memiliki
makana bahwa suatu kemampuan atau perolehan dalam melaksanakan suatu
tujuan atau tugas (misalnya: suksesnya sebuah aturan atau program kerja yang
sedang diterapkan) dari sebuah lembaga hukum atau pemerintahan yang tidak
terdapat hambatan atau tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut.** Maka dari
itu, efektivitas hukum dapat kita simpulkan sebagai tonggak indikator
keberhasilan atau efektivitas dari program kerja atau aturan serta peraturan yang
saat ini sedang dilaksanakan yang artinya tercapai sesuai dengan sasaran atau
target dilakukannya penetapan terhadap aturan yang telah dibuat.

Pandangan dari Soerjono Soekamto, Teori Efektivitas Hukum guna untuk
patokan atau ukuran atau kaidah terhadap dalam tingkah laku atau perilaku yang
layak. Atau teknik dari cara berasumsi yang digunakan adalah teknik metode

deduktif-rasional sehingga mengakibatkan timbulnya cara berpikir yang telah

4 sabian Usman,Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, him, 12.
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didoktrin dalam suatu kepercayaan.® Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi

efektif dari ditegakkan suatu aturan hukum berikut ini :

1. Faktor dari aturan hukum itu yakni dari Undang- undang atau Peraturan
yang terkait.

2. Faktor dari penegak hukum, yaitu orang atau petugas terlibat dan ikut serta
dalam menyusun serta perancang peraturan tersebut.

3. Faktor dari sarana dan Prasarana, faktor ini adalah faktor yang mendukung
dari penegakan hukum yakni misalnya dengan adanya teknologi yang
canggih bisa mendukung diterapkannya layanan secara sistem E-court.

4. Faktor dari Masyarakat, yakni lingkungan masyrakat menjadi salah satu
faktor pendukung dalam diterapkannya suatu peraturan tersebut.

5. Faktor dari Kebudayaan, faktor ini masih mempunyai hubungan dengan

factor dari masyarakat yakni dari pergaulan hidup masyarakat.*

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum ini sebagai sarana alat guna
untuk membahas dan menganalisis permasalahan efektivitas penyelesian perkara
serta persoalan perdata dengan penggunaan dari sistem E-court dan faktor
penghambat dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court pada

Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

5 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
di Indoenesia, Jakarta:Universitas Indonesia, 1976, him 45.

18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada,2008. him 8.
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b) Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat bahwasanya kepastian hukum memiliki dua makna
yang terkandung, yang pertama, ditemukannya aturan atau norma hukum yang
mempunyai sifat publik atau umum sehingga seseorang atau individu mengetahui
bahwa tindakan seperti apa bias dilakukan dan juga tidak bisa dilakukan mereka
lakukan karena melanggar dari aturan hukum dan yang kedua, adalah
perlindungan hukum terhadap individu atau seseorang menjadi tanggung jawab
dari negara hukum dikarenakan negara yang membuat aturan ini sehingga ikut

serrta juga menjadi tanggung jawab dari negara terhadap individu.'’

Kepastian Hukum adalah sebuah pertanggungan terhadap hukum yang
memiliki makna arti sebuah keadilan dari suatu peraturan norma hukum. Norma
hukum atau sebuah peraturan hukum berfungsi agar menyelerasakan suatu
keadilan yang sebenarnya itu yang dicita-citakan sehingga peraturan dari horma
hukum tersebut harus ditaati dan dijalanin oleh semua orang tanpa terkecuali.
Disisi lain Gustav Radbruch mengutarakan pendapata bahwa kepastian hukum
tersebut tidak lain serta merta wujud dari keadilan yang merupakan suatu bagian
tidak bisa dibagi-bagikan satu sama lain, karena menurut Gustav Radbruch
kepastian hukum suatu keadilan serta kepastian hukum tidak boleh dikecualikan
karena keduanya harus dijaga dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar

terciptanya keamanan serta ketertiban dari suatu negara hukum.*®

" Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari dari 1lmu Hukum , Bandung: Penerbit Citra
Aditya Bakti, 1999, him, 82.

8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta:
Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, him 83.
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Dalam Rangka menunjang penulisam ilmiah dalam bentuk skripsi yang
sedang penulis kerjakan maka penulis menggunakan teori kepastian hukum guna
untuk menjadi bahan untuk membahas dan menganalis tentang kepastian hukum
dengan diterapkannya pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara perdata

secara layanan sistem E-court.
c) Teori Penegakan Hukum

Jilmy Asshiddiqgie, berpendapat penegakan hukum merupakan siratan dari
serangkaian proses yang dilaksanakan guna dapat tegaknya norma hukum secara
aktual dilapangan sebagai pedoman hidup dalam menjalani hubungan antar
sesama manusia atau antar badan hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam

lingkungan bermasyarakat serta bernegara.

Jilmy Asshidigie juga menjelaskan penegak hukum terbagi jadi dua
prospek, yakni dilihat dari kacamata objek serta kacamata subjek. Penegak hukum
jika dilihat dari sudut pandang objek yakni, penegakan hukum merupakan makna
dari nilai-nilai dari norma serta keadilan yang telah hidup dan juga tumbuh dalam
masyarakat dan penegakan hukum juga dapat diarti bahwa penegakan senyatanya
hanya berkaitan dengan peraturan atau aturan semata yang dibuat secara tertulis
sehingga harus dilaksanakan oleh masyarakat atau badan hukum (lembaga negara)
yang berkaitan. Namun apabila dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum
itu ialah pada nyatanya melibatkan semua unsur subjek hukum yag terlibat secara

langsung di setiap hubungan hukum, yakni artinya siapa yang menerapkan serta
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melaksanakan aturan hukum itu artinya juga harus dapat menjamin
terlaksanakannya penegakan hukum itu dengan baik sebagaimana fungsinya.*®

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka sebagai sarana alat guna
untuk membahas dan menganalisis mengenai penegakan hukum akibat
dikeluarkannya pengaturan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

d) Teori Kemanfaatan Hukum

Utililarianisme merupakan aliran mempunyai pandangan terhadap
manfaatnya hukum adalah menimbulkan atau menghaturkan efek kemanfaatan
kepada khalayak banyak. Kemanfaatan disini memilik makna sebagai simbol yang
dapat memberikan kebahagiaan (happiness), sehingga timbulnya pandangan dan
penilaian serta dampak positif maupun dampak negatif terhadap hukum tersendiri.
Maka dari itu apabila diterapkannya suatu rancangan hukum maka harus
dipertimbangankan dengan baik, sehingga rancangan tersebut memberikan
dampak atau efek kebahagiaan serta kemanfaatan bagi khalayak ramai.*

Teori kemanfaatan hukum ini dapat menunjang sebagai dasar dari
permasalahan yang sedang dibahas penulis guna dalam penelitian secara ilmiah
dalam bentuk skripsi sehingga dengan menggunakan teori ini bisa mempermudah
dan dapat dimengerti penulis dalam membahas mengenai efektivitas penyelesaian
perkara perdata melalui layanan sistem E-court pada Pengadilan Negeri

Kayuagung.

9 Jimly Asshiddie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar
Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, diakses dari
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Pada tanggal 08 Agustus
2022 Pukul 10:47.

2 Ansori dan Abdul Gafur, Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan.,
Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2006, him, 89.



http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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G. Metode Penelitian
Pengetahuan memiliki tujuan untuk agar sebuah keraguan mempunyai
kepastian serta dapat menghilangkan prasangka yang tidak terarah dengan baik
sebagai akibat adanya ketidakpastian dari pertanyaan yang ada selama ini.
Maka dari itu pengetahuan perlu dikembangkan secara sistematis dengan
menggunakan pemikiran secara kritis.?* Dari keraguan tersebut terhadap ilmu
pengetahuan menjadi penyebab timbunya penelitian, pada umumnya penelitian
terjadi dengan berawal dari rangkaian proses atau cara berpikir manusia
dimulai dari rasa ingin tahu tentang sesuatu sehingga menyebabkan seseorang
mencari tahu dari jawaban tersebut.?* Pertanyaan dari permasalahan tersebut
akan dukung oleh bahan bahan yang telah kita temukan selama melakukannya
penelitian berlangsung. Ada pula metode penelitian yang dipergunakan oleh
penulis adalah seperti berikut ini:
1. Objek Penelitian
selaku salah satu penyokong untuk meraih dari hasil yang sudah diharapkan,
maka penulis menarik lokasi yang telah disesuaikan pada judul skripsi “
Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-court di Pengadilan
Negeri Kayuagung Kelas IB”, maka objek penelitian Penulis adalah efektivitas

dari penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court.

2! Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi 1, Jakarta:Granit, 2004,
him 23.

2 Fenti Hikmawati, Metodelogi Penelitian, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017,
him 31.
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2. Sifat Penelitian
Penulis memakai penelitian yang bersifat deskriptif guna bisa
menjelaskan suatu fenomena atau pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah
diterapkan. Penulis akan menyatukan data penelitian yang menunjang lebih
dalam terhadap objek penelitian yang telah Penulis tentukan. Sehingga Penulis
bisa mengetahui seberapa efektivitas penyelesaian perkara perdata secara
sistem E-court yang sudah diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung
Kelas IB dengan acuan terhadap aturan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 lalu
diganti atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas Administrasi Perkara
dan Persidangan Perdata Pada Pengadilan secara Elektronik. Penulis juga dapat
mengetahui mengenai tantangan atau hambatan (baik dari pihak Pengadilan
Negeri Kayuagung Kelas IB , Advokat serta Pihak yang terlibat dalam mencari
keadilan dalam perkara) yang ditemukan selama peraturan tersebut diterapkan

dan dilaksanakan.?®

3. Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan dengan mengaplikasikan jenis penelitian dari
Normatif-Empiris, Penelitian ini mengunakan gabungan unsur hukum secara
normative yang nantinya akan digabung dengan unsur hukum empiris.
Penelitian Hukum secara normatif yakni pada dasarnya menggunakan aturan-
aturan atau peraturan yang telah memiliki ketentuan hukum yang saat ini telah
berlaku. Penelitian secara empiris pada dasarnya beracuan kepada fakta-fakta

hukum yang ditemukan di lapangan yang nantinya digunakan untuk menunjang

2 Nawawi Hadadari, Metode Penelitian di Bidang Sosial, Yogyakarta:Universitas
Gadjah Mada. 1998, him, 63.
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demi tercapainya hasil yang diharapakan oleh penulis, sehingga Penulis bisa
mengetahui apakah dengan diterapkannya suatu peraturan yang baru akan bisa
memberikan dampak yang baik terhadap ketentuan yang telah diterapkan

sehingga bisa menunjang dari ketentuan sebelumnya.?*

4. Metode Pendekatan

Berikut adalah metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melaksanakan

penelitian hukumnya, yakni :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)
Pendekatan Undang-Undangan atau (statue approach) ialah metode
pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu peraturan undang-
undang dan semua ordinansi yang berkaitan secara langsung dalam
permasalahan telah penulis lakukan penelitian sehingga penulis bisa
memecahkan permasalahan yang sedang penulis teliti saat ini.

b) Pendekatan Analitis (Analytical approach)
Pendekatan Analitis itu mempunyai makna yakni metode pendeketan penelitian
dengan cara yakni melakukan analisis terhadap bahan hukum guna untuk
mengetahui makna kandungan terhadap aturan-aturan atau perundang-
undangan secara konsepsual namun tidak hanya itu dengan menggunakan
metode pendekatan analitis ini juga dapat mengetahui penerapan suatu
peraturan pada praktiknya di lapangan.?

¢) Pendekatan Sosiologis (sociological approach)

% Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi
dan llmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, him, 215.

% Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia
Publishing, 2005, him, 206.
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Sosiologis hukum adalah metode pendekatan yang berusaha memberikan
penjelasan secara deskripsi terhadap praktik-praktik hukum yang diterapkan
dilapangan dan juga bertujuan untuk menjelaskan apakah praktik hukum yang
ada dilapangan tersebut memberikan dampak hukum bagi masyarakat sehingga
berfungsi dengan baik sebagai alat yang mengatur masyarakat dalam
bermasyarakat serta bernegara. Hal ini dapat membantu Penulis untuk bisa
mengetahui efektifitas dan efesien penyelesaian perkara perdata melalui
layanan sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas 1B.?
5. Teknik Pengumpulan Data
Dua teknik dari penggumpulan data pada melakukan penelitian yang
dipakai oleh Penulis, yakni :
a) Data Primer
Dengan menyatukan segenap data primer yang telah digabungkan secara
langsung dari kegiatan wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri
Kayuagung Kelas IB serta dengan temuan fakta hukum yang telah Penulis
temukan pada saat melakukan penelitian lapangan sehingga membuat
Penulis mencapai suatu yang diharapkan dalam melalukan penelitian ini
dalam bentuk karya ilmiah skripsi.
A. Observasi
Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian hukum berupa dari aktivitas

atau kegiatan yang ada dilapangan sehingga dapat dikatakan sebagai fakta

% Yoyok Hendarso, Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan
limu Hukum, him, 4.
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hukum karena ditemukan secara langsung pada objek atau lokasi tempat
penelitian berlangsung.

B. Wawancara
Salah satu di antara teknik pengumpulan data yang penulis gunakan saat
melaksanakan kegiatan observasi di Pengadilan Negeri Kayuagung kelas 1B
jalah Wawancara. Wawancara yang pelaksanaannya bersama Bapak
Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB yaitu Bapak Ramli dan
Bapak Panitera Muda Perdata yakni Bapak Abu Bakri serta staff atau
petugas yang bertugas sebagai administrasi sistem E-court di Pengadilan
Negeri Kayuagung Kelas IB. Dilaksanakannya, wawancara penulis
melakukan tersebut menggunakan teknik wawancara secara bebas akan
tetapi penulis tetap menggunakan sesuai dengan atau berpedoman terhadap
topik serta permasalahan yang penulis buat terlebih dahulu.

b) Data Sekunder
Penulis dalam kegiatan penelitian ini menganalisis serta memahami

permasalahan yang telah diteliti dengan didukung dari data sekunder yakni

merupakan bahan-bahan dari penelitian hukum tambahan, seperti mana yang

sudah dijabarkan oleh Soerjono Soekanto:

1. Dokumen Hukum Primer berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku pada Indonesia saat ini, antara lain :
i. KUHPerdata yakni merupakan peraturan atau pedoman yang merupakan

hasil terjemahan dari BW (BurgerlijkWetboek).
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Vil.
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. Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta Staatsblad 1941 Nomor 44

berkedudukan hukum bagi kalangan Pribumi dan juga kalangan Timur
Asing yang khususnya berada pada wilayah Pulau Jawa dan Madura.
Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG) serta Staatsblad 1847
Nomor 52 jo 1849 Nomor 63 ditetapkan khusus untuk kaum eropa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan dari Hakim, yang merupakan bentuk perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Terhadap Kekuasaan Kehakiman seperti mana telah dicopot
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kembali dilakukan
perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Keputusan yang dikeluar oleh Ketua Mahkamah Agung Republik pada
putusan Nomor 129/KMA/SK/VI11/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 894).

Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan perkara perdata harus didaftarkan
Kewajiban Melalui E-court. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 942).
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2. Dokumen Hukum Sekunder berupa penjelasan yang telah diubah atau telah
diparaphrase sebelumnya oleh orang lain yakni bersumber dari buku-buku
ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

3. Dokumen Hukum Tresier bersumber dari kamus—kamus atau ensiklopedia.

4. Serta Dokumen Hukum Quarter yang memiliki sumber dari bahan bacaan
buku non hukum.

6. Teknik Analisis Penelitian.

Makna analisis dari suatu penelitian merupakan sebuah prosedur yang
berguna untuk meraih dan menggapai serta menyusun data dengan cara
terorganisasikan yang telah di peroleh dari akibat dilakukannya wawancara,
catatan lapangan serta dokumentasi, yang dijabarkan lebih detail, diuraikan ke
bagian yang lebih inti lagi serta memilih mana yang penting sehingga dapat
mudah dipahami untuk penulis itu sendiri maupun orang lain, sebagai suatu
kepaduan terhadap materi-materi penelitian hukum untuk menangkap pertanyaan
yang memerlukan solusi atas permasalahan yang ada pada penelitian. Bahan
hukum tersebut diolah dengan cara-cara membahas atau menafsirkan hukum,
yakni:

a) Penafsiran menggunakan restruktif, dengan cara memperkecil makna dari
peraturan perundang-undangan.

b) Penafsiran menggunakan ekstensif, penerjemahan hukum dengan cara
memperluas makna dari peraturan perundang-undangan.

¢) Penafsiran menggunakan analogi, penerjemahan hukum dengan cara

mengphraphase makna dari kalimat sesuai dengan asas hukumnya.
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d) Penafsiran gramatikal, yakni penerjemahan hukum dengan memakai bahasa
yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

e) Penafsiran menggunakan sistematik, penerjemahan dilakukan dengan
menghubungkan atau menyatukan satu sama lain dengan pasal satu dan
pasal lain yang saling berkaitan dengan hukum.*’

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Ada dua cara teknik untuk melakukan penarikan kesimpulan yaitu dengan
cara penarikan kesimpulan secara logika induktif dan logika deduktif. Penarikan
kesimpulan yang bersumber dari permasalahan yang timbul dimasyarakat
sehingga membuat kesimpulan tersebut bersifat umum adalah pengertian
penarikan kesimpulan secara logika induktif sedangkan dengan cara logika
deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang awal yang memiliki sifat yang
umum namun setelah teliti menjadi kesimpulan yang konkret atau khusus.?

Berdasarkan uraian di atas metode penarikan kesimpulan yang digunakan
oleh penulis yakni dengan dua cara atau metode penarikan kesimpulan tersebut
pertama, dengan cara penarikan kesimpulan secara logika induktif serta dengan
cara penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Dapat kita simpulkan bahwa
kedua cara penarikan kesimpulan tersebut dapat bisa membantu penulis guna
untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan terhadap permasalahan yang

sedang di teliti oleh Penulis.

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian hukum normative suatu tinjauan
singkat., Penerbit Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003, him, 23.
% |jes Sudiyo,Filsafat Ilmu, Yogyakarta:Deepublish, 2014, him. 99.
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